BAB III
KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri
merupakan bentuk sanksi administratif tertinggi yang dijatuhkan atas
pelanggaran berat terhadap kode etik profesi maupun peraturan disiplin. Proses
ini diatur secara ketat dalam UU No. 2 Tahun 2002, PP No. 1 Tahun 2003, serta
Peraturan Polri lainnya. Dari kegiatan magang dan pembahasan yang ada, bisa
disimpulkan kalau proses pemberhentian anggota Polri, khususnya PTDH, punya
aturan dan tahapan yang jelas. Tidak semua pangkat bisa langsung diberhentikan
oleh siapa saja. Ada jenjang kewenangan, misalnya untuk pangkat rendah bisa
diberhentikan Kapolres dengan persetujuan Kapolda, sedangkan untuk pangkat
yang lebih tinggi harus lewat Kapolda atau bahkan Kapolri. Proses PTDH juga
harus lewat sidang KKEP, jadi tidak bisa asal pecat. Semua ini diatur dalam Perpol
Nomor 7 Tahun 2022 yang jadi dasar hukum pelanggaran kode etik di Polri.

3.2 Saran

Sebagai mahasiswa yang ikut magang, saya menyarankan supaya proses
PTDH ini tetap dijalankan secara terbuka dan sesuai aturan, supaya tidak
menimbulkan masalah baru atau kesan sewenang-wenang. Selain itu, pembinaan
terhadap anggota Polri juga penting banget, biar mereka makin paham batasan dan
tanggung jawabnya. Buat sesama mahasiswa hukum, penting juga untuk belajar
soal aspek etik dan administrasi dalam hukum, karena itu juga bagian dari sistem

hukum yang sering dilupakan.
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